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GUBERNUR SIJLAWE$I TENGGARA
PERATU RAN GUBERNUR SULAWESI'TENGGARA

/r
NOMOR: 16 TAHUN 2O1O

TENTANG

PERIIJBAHAN KEDUA ATAS PERATI.JRAN GUBERNUR SULAWESI
TENGGARA IIOMOR 23 TAHUN 2OO8

TEIITANG PROGRAM PEIVIBEBASAN BIAYA PENGOBATAN

DENGAI.I RAHMA'| Tt,HAf\l YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWI:SI TENGGARA'

Menimbang : a.

b

Mengingat : 1.

bahwa Program Pembebasan Biaya Pengobatan yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sulawesi
'l-enggara Nomor 23 Tahun 2008 sebagaimana telah

diubLh oengan Peraturan Gubei'nur Sularvesi

fenggara Nomor 41 l'ahun 2C09 belum

mengakomodir bebrerapa kompo:ren masyal al<at yang

dipandang layak secara scsial-ekonomi memperoleh

kartrr kepesertaatt dan Jaminan Kesehatan, sehingga
perlu disesuaikan;

bahwa berdasarl<an periimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a rr?ka perlu menetapkan Peraturan

Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan

Keclua l\tas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara

Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Pembebasan

Biaya Pengobata:.

Undang-Undang I'lomor 13 Tahun 1964 tentanE

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti iJndang-

Undang Nornor 2 Tahun 1964 tentang Pemberrtukan

Daerali f ingkat I Sulawesi Tengah dan Dae''ah

Tir,gkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah

Undang-Urrciang Nomor 47 Prp. Tahun i960 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara

Tengah dan Llaerah Tingkat I Srllawesi Selatan-

Tenggara (Lenrbaian Negara Republik lndonesia

Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Republik Inclonesia Non'or 2687)',

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negatra (Lembaran Negara Reputrrik
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

o

lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4287),

Undang-Undang llonror 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lenrbaran Negara Republik
lndonesia Talrun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

Llndang-Unc]ang Nomor 32 Tahun 2004 teirtang
Pemerintalran Daerah (Lernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambairan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir derrgan
Ur:dang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Urrdang Nomor 32
Tahun 2004 terrtang Pernerintahan Daerah (Lemb,aran
Negara Republik lndonesia lahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Le'nbaran Negara Republik lnclonesia
Nomor 4844)',

Undang-Undang Nomor 33 Tahun ?-004 tenlang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tanun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Reprrblik lndonesia Nomor 4a38);

Undang-LlnCang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (l-ernbaran Negara Republik lndonesia
Tahun ?-C09 Nomor 144., Tambahan Lembaran
llegara Republik lndonesia Nomor 5063);

Peraturan Pemerintah Nonror 38 Tahun ?-007 tentang
Fembagian Urusan.,,Pemerintahan arrtara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupate'ir/ Kota (Lernbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 8?., Tambahan
Lembaran Negar'a Nomor 4737),

Peraturan Daerah Provinsi Strlawesi Tenggara Nomor
4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Prorrinsi Sulawesi Tenggara;

treraturan Daerah Provinsi Sulavrresi Tenggara Norror
B Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provins! Sulawesi Tenggara Tahun Anggarart
2010,

10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor ')-3

Tahun 2008 tentang Program Pembebasan Biava
Fengobatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nc.rmor 41

Tahun 2009.
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MEMUTUSKAN:

tVlenetapkan. PERAI'URAN GUBE:R NUR TENTANG PERUBAHAil
KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SIJLAWESI
TEI.IGGARA TEI.ITANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUSERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 23 I'AHUN 2OO8 TENTANG PROGRATII
PEMBEBASAN BIAYA PENGOBATAN

Pasal I

Beberiapa ketentuan dalam Peraturan Gube'nur Sulawesi Teng5rara Nomor
23 Tahun 2008 tentang Program Per,rbebasan Biaya RengoOatan (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Fenggara l'ahun 2008 llrimor 2e seoagaimana
telah diubah dengan Peraturan Guberrrur Sulawesi Tenggara Nomor 41
Tahun 2009 (Berita L)aerah Provinsi Slrlawesi Tenggara fJnun 2009 Nomor
41) diubah sebagai herikut:

1. Kelentuaq pasal 5 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga selengkapn!'a
pasal 5 berbulryi sebagai berikut:

Fasal 5

(1) Sasaran Program Pemhebasari Biaya Pengobatan adalah seluruh
masyarakat sulawesi Tenggara yang belum mempunyai jannirran

kesehatan.

(2) Masyarakat yang belum ffieffipUrrlai jaminan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( l) adalah yang tidak atau bukan peserta
asuransi kesehatan atau jarrinan pemeliharaan kesehatan, seperti
peserta askes, peserta jarnsostek, peserl.a asabri, peserta asuransi
kesehatan komersial darr yang dibiayai Kementerian Kesehatan
melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

(3) Peserta yang berasal dari Panti Asuhan dan peserta yang bersifat
darurat (emergency) yang dianggap ray'ak secara sosial-ekonomi
memperoleh kartu kepesertaan Progranr Pembebasan Biaya

" Pengobatan-Bahteramas, dan per,yaluran kartu dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara cian Rumah Sakit Umum
Daerah Provinsi,

(4) Jumlah peserta Vang dibiayai sesuai quota yang ditetapkan setiarp
tahun dengan Keputusarr Gr;bernur.



2. Ketentuan Bab IVA pasal 9 diubalr berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A
PEMBIAYAAN DAN P:NYALURAN BIAYA

Pasal 9
(1)Pembiayaan Prograrn Pemhebasan Biaya Pengobatan-Bahteramas

untuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama oi
Puskesmas dan pelayanan rawar jalan dan rawat inap tingkat larrjut di
Rumah $akit Umum Daerah Kabupaten/Kota disediakan metalui pos
Bantuan Sekretariat Daerah provinsi.

(2)Penyalurarr anggaran Progranr pembebasan Biaya pengobaian.
Bahteramas rtntuk pelayarrarr rawat jalarr dan rawat inao tingkat
pertama di Puskesmas dilal<ukan oleh Biro Keuangan Serrja Provinsi
Sulawesi Tenggara ke rekening kas daerah kabupate,r/kota dan
selanjutnya disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota rrntuk
dimanfaatkan sesuai dengan petrrnjuk teknis;

(3) Pembiayaan Prograrn Pembebasan Biaya Pengobatan-Bahteratnas
untuk peiayanan rawat jalan dan rawat irrap tingkat larrjut di Rurnah
Sakit Jiwa Kendari darr Rumah Sakit Umum Daerah Prov:rrsi
dialokasikan langsung di Pos anggaran sKpD masing-masing oan
pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk tekrris;

(4)Penyaluran anggaran Prcgram Pembebasan Biaya Pengobatan-
Bahterantas untrlk pelayanan rawat jala,r tingkat lanjut dan rawat inap
tingkat lanjut di Rumah Sakit Umunn Daeralr KabupateniKota dilakukan
derrgan mel<anisme sebagai berikut:
a rumah sakit umum daerah' Kabupaten/Kota melaksanekan

pelayanan k.:sehatan sesuai de ngan ketentuan yang diatur cjalam
petunjuk teknis;

b. tim pengelola Program Pembebasan Biaya Pengobatan
Bahteramas Rumalr Sakit mengajukan klaim pelayanan kepada

, Verifikator untuk dilakukarr verifikasi klainr;
c. setelah melakukan verifikasi klaim, tim verifikator membuai berita

acara yang disepakati oleh F.unrah Sakit dan \/slifikator;
d. hasil klaim verifikasi cian berita acara dikirim ke Dinas Kesehatan

Provinsi Surawesr Tenggara;
e. dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara berkewaliban melakukan

verifikasi ulang terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Rumah
Sakit Umum Daerah Kabr"rpaten/Kota dan selaniutnya ciisampaikain
ke Sirc Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara untuk
dijadikan dasar pernbayaran tagihan dan ditransfer langsung ke
i"el<ening Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kota;
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(5)Proporsi penggunaan oan3 klai,"n adalah 60 persen untuk jasa sarana
dan 40 persen untuk jasa pelavanan.

Pasal ll

Peraturan Gubernur ini mulai berrar<u pada tanggal cliundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan penEundangan
Peraturan Guberrrur i:ri dengan penempatann5'a dalam Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada ta5pqal ly7 - 2010

G U B ERN U R SqLAWESI TENGG,ARA,

(

1{. NUR ALAIVI
Diund;angkan di Kendari
Pada tanggal \9 -7 - 20'10

SEKRETARIS DAERAH PROVI NSI
stuL wEf)fr/NoGARA'

H. ZAIN,\L ABIDIN

BERII-A DAERAH PROVINSI SULAWL:SI TENGGARA
TAHUN 2O1O NOMOR

PARAF KOORDINA$I
ilnrr sLru Int ken4l-P 4.3:r:


